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DASAR HUKUM
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 
Manfaat Dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan 
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi



Apa itu Pemilik 
Manfaat

Siapa yang 
harus 

menetapkan 
Pemilik Manfaat

Apa saja 
kriteria 
Pemilik 

Manfaat?

Siapa yang 
menyampaikan 

informasi Pemilik 
Manfaat?

Kapan waktu 
menyampaikan 

informasi Pemilik 
Manfaat



“Pemi l ik  Manfaat  ada lah  orang 
perseorangan yang dapat menunjuk 
atau memberhentikan direksi, dewan 
komisaris, pengurus, pembina, atau 
pengawas pada Korporasi, memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan 
korporasi,  berhak atas dan/atau 
menerima manfaat dari Korporasi 
baik langsung maupun tidak langsung, 
merupakan pemilik sebenarnya dari 
dana atau saham Korporasi dan/atau 
memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden 
i n i ”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang 
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



SETIAP KORPORASI WAJIB MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

PERSEROAN TERBATAS
Pasal 4 Perpres 13/2018

KOPERASI
Pasal 7 Perpres 13/2018

YAYASAN
Pasal 5 Perpres 13/2018

PERKUMPULAN
Pasal 6 Perpres 13/2018

PERSEKUTUAN FIRMA
Pasal 9 Perpres 13/2018

PERSEKUTUAN 
KOMANDITER

Pasal 8 Perpres 13/2018

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi 

Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



PEMILIK 
MANFAAT

PT. ABADI 
SEJAHTERA

75%
BUDI

25%
BAMBANG

PT. ABADI 
SEJAHTERA

90%
PT BERKAH

90%
BUDI

10%
ANDI

10%
BAMBANG

PM 
LANGSUNG PM TIDAK 

LANGSUNG



SIAPA YANG HARUS MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT
Berdasarkan Pasal 3  ayat (1) Perpres 
13/2018Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik  Manfaat dari 
Korporasi.

Pasal 13 ayat (1) Perpres 13/2018
Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh 
Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Instansi 
Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain:
a. Hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh 

Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;
b. Informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta 

yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik 
Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi 
tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; 
dan/atau

c. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya.



PERJANJIAN KERJASAMA 
TENTANG PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK 
MANFAAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BAGI 

KORPORASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN 

MENENGAH

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL



SIAPA YANG 
MENYAMPAIKAN 

INFORMASI 
PEMILIK MANFAAT?

PENDIRI ATAU 
PENGURUS KORPORASI

NOTARIS

PIHAK LAIN YANG DIBERI KUASA OLEH PENDIRI 
ATA U  P E N G U R U S  K O R P O R A S I  U N T U K 
MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT 
DARI KORPORASI

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan 
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 
Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme



WAKTU 
PENYAMPAIA

N 
INFORMASI

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat PERMOHONAN 
PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PENGESAHAN korporasi.

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi PADA SAAT KORPORASI 
MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA.

Penyampaian PENGKINIAN informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Pasal 19-21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



PERMOHONAN PENDIRIAN, 
PENDAFTARAN DAN/ATAU 
PENGESAHAN KORPORASI 

BELUM MENETAPKAN

Berdasarkan Pasal 5 
Permenkumham 

15/2019

Surat Pernyataan Kesediaan 
Korporasi untuk 

menyampaikan informasi 
Pemilik Manfaat dari Korporasi 

kepada Menteri

SUDAH MENETAPKAN
Berdasarkan Pasal 5 

Permenkumham 
15/2019

Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dari 
Korporasi 
PADA SAAT PERMOHONAN PENDIRIAN, PENDAFTARAN 
DAN/ATAU PENGESAHAN KORPORASI

Wajib menetapkan dan menyampaikan 
I n f o rm a s i  Pe m i l i k  M a n f a a t  d a r i 
Korporasi paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja setelah Korporasi mendapat Izin 
Usaha  a tau  Tanda  Terda fta r  dar i 
Instansi/Lembaga Berwenang 



Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi
PADA SAAT KORPORASI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA
(berdasarkan Pasal 6 Permenkumham 15/2019)

 Notaris
 Pendiri atau Pengurus 

Korporasi
 Pihak Lain yang diberi 

kuasa oleh Pendiri 
Korporasi

PERUBAHAN 
Penyampaian perubahan informasi 
Pemil ik Manfaat dar i  Korporasi 
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak terjadinya perubahan 
informasi Pemil ik Manfaat  dari 
Korporasi
( B e r d a s a r k a n  P a s a l  9 
Permenkumham 15/2019)

PENGKINIAN
Penyampaian pengkinian informasi Pemilik 
Manfaat dari Korporasi dilakukan 1 (satu) tahun 
sejak penyampaian informasi Pemilik Manfaat 
dari Korporasi atau penyampaian pengkinian 
informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi yang 
terakhir. 
(Berdasarkan Pasal 10 Permenkumham 15/2019)

Penambahan informasi 
Pemilik Manfaat dari 

Korporasi

Pencabutan informasi 
Pemilik Manfaat

 



APLIKASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI



APLIKASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI



PENGUMUMAN KEWAJIBAN 
PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT 

K O R P O R A S I



PENGAWASAN PENERAPAN 
P R I N S I P  M E N G E N A L I 
PEMILIK MANFAAT DARI 
KORPORASI DILAKUKAN 
OLEH MENTERI MELALUI 
DIREKTUR JENDERAL

a. menetapkan regulasi atau pedoman 
s e b a g a i  p e l a k s a n a a n  p e r a t u r a n 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n  m e n g e n a i 
penerapan prinsip mengenali Pemilik 
Manfaat dari Korporasi;

b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan

c. mengadakan kegiatan administratif lain 
dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n  m e n g e n a i 
penerapan prinsip mengenali Pemilik 
Manfaat dari Korporasi.

d. Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan 
I n s t a n s i  Te r k a i t  s e s u a i  d e n g a n 
kewenangannya.

e. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan 
Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Menteri dapat membentuk 
tim.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang 
Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali 
Pemilik Manfaat Dari Korporasi



HASIL PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN 
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERHADAP KORPORASI ADALAH 

TINGKAT RESIKO

RENDAH, atau tidak 
memiliki risiko tindak 
pidana pencucian 
u a n g  d a n  t i n d a k 
pidana pendanaan 
terorisme.

MENENGAH ,  atau 
memiliki risiko tindak 
pidana pencucian 
u a n g  d a n  t i n d a k 
pidana pendanaan 
t e r o r i s m e  y a n g 
b e rd a m p a k  p a d a 
t e r g a n g g u n y a 
operasional internal 
Korporasi.

T I N G G I ,  a t a u 
memiliki risiko tindak 
p idana pencuc ian 
u a n g  d a n  t i n d a k 
pidana pendanaan 
t e r o r i s m e  y a n g 
b e rd a m p a k  p a d a 
potensi menurunnya 
t i n g k a t  r e p u t a s i 
Korporasi.

SANGAT TINGGI , 
atau memiliki risiko 
t i n d a k  p i d a n a 
pencucian uang dan 
t i n d a k  p i d a n a 
pendanaan terorisme 
y a n g  b e rd a m p a k 
p a d a  p o t e n s i 
p e l a n g g a r a n 
p e r a t u r a n 
p e r u n d a n g -
u n d a n g a n  d a n 
m e m p e n g a r u h i 
reputasi Korporasi.



PELAKSANAAN PENGAWASAN 
DILAKUKAN OLEH MENTERI

Pengawasan tidak langsung (off-site) sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8 huruf a  dilakukan secara elektronik 
melalui AHU Online, terhadap Korporasi yang memiliki 
tingkat risiko rendah dan risiko menengah yang meliputi: 
pemeriksaan dokumen dan informasi, penilaian penerapan 
prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan 
keterangan hasil Pengawasan tidak langsung (off-site).
Hasil Pengawasan tidak langsung (off-site) meliputi: 
isian data dan informasi Korporasi, temuan Pengawasan 
berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali 
Pemilik Manfaat dari Korporasi dan rekomendasi hasil 
Pengawasan tidak langsung (off-site).



 verifikasi dokumen dan informasi;
 verifikasi informasi penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi; 
 laporan Instansi Berwenang dan Instansi terkait;
 proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang;
 pemanggilan dengan Korporasi; dan
 penyusunan hasil Pengawasan langsung (on-site) yang meliputi:

o dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Korporasi;
o temuan Pengawasan berdasarkan penelitian dan penilaian;
o penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan 
o rekomendasi hasil pengawasan langsung (on-site) yang dilakukan 

melalui AHU Online untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berkala. 
o terhadap hasil pengawasan langsung (on-site) Menteri melakukan 

pemanggilan kepada Korporasi yang melakukan pelanggaran. 



1. Korporasi wajib melaksanakan rekomendasi dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
sejak pemberitahuan dikirimkan kepada Korporasi.

2. tidak melaksanakan rekomendasi Menteri dapat 
menjatuhkan t indakan terhadap Korporasi 
tersebut, berupa:
a. p e m b l o k i r a n  a k s e s  K o r p o r a s i  y a n g 

bersangkutan dalam AHU Online oleh Menteri; 
dan/atau 

b. Menteri menyampaikan rekomendasi secara 
tertulis kepada instansi berwenang yang 
menerbitkan izin usaha, yang memuat:
 penundaan;
 pencabutan; atau
 pembatalan,
 izin usaha Korporasi.

PELAKSANAAN 
REKOMENDASI



KORPORASI 
SUDAH MELAPOR BENEFICIAL OWNERSHIP (BO)

Per 04 Agustus 2020

PERSEROAN TERBATAS

106.283
988.574

YAYASAN

11.302
231.653

PERKUMPULAN

5.000
174.248

CV

87.268
363.558

548
3.257

PERSEKUTUAN PERDATA

1.601
5.515

KOPERASI

3.587
225.086

FIRMA

KETERANGA
N:

Jumlah Korporasi yang melaporkan BO

Jumlah Korporasi



Terima 
kasih

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

@ditjen_ahu Humas Ditjen AHU

@ahu_kemenkumham@ditjenahu


